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    Ekspos

Gabungan Eksportir Kopi Indo-
nesia (GAEKI)  mengusulkan 
kepada pemerintah agar me-
nerbitkan Peraturan Peme-

rintah (PP) baru yang mengkategorikan 
produk pertanian (termasuk kopi) sebagai 
barang kena pajak yang tidak dipungut 
PPN seluruhnya berdasarkan UU PPN 
No. 42 Tahun 2009. Hal itu terkait dite-
rapkannya kembali PPN 10% atas hasil 
pertanian termasuk kopi, yang membe-
bani eksportir nasional dan berakibat 
melemahnya daya saing komoditas perta-
nian asal Indonesia di pasar internasional.

Penyampaian usulan tersebut dilaku-
kan GAEKI melalui audiensi dengan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri 
BUMN Rini Soemarno pada 15  Desember 
2014. Beberapa asosiasi berbasis komo-
ditas perkebunan turut dalam audiensi 
seperti Gabungan Perusahaan Karet In-
donesia (Gapkindo), Asosiasi Kakao In-
donesia (Askindo), dan ASKI.

Ketua I GAEKI, Sugeng Budi Ra-
hardjo, mengatakan audiensi dengan 
Wapres Jusuf Kalla dimaksudkan  untuk 
menyampaikan usulan dan solusi kepa-

da pemerintah agar ada kebijakan baru 
yang dapat mengatasi permasalah-
an yang dihadapi eksportir komoditas 
pertanian antara lain kopi. ”Usulan dan 
solusi yang kami ajukan merupakan hasil 
pembahasan bersama antara asosiasi-
asosiasi terkait yakni Gapkindo, Askindo, 
dan ASKI,” ujar Sugeng, yang juga Direk-
tur Pemasaran dan Renbang PTPN XII, 
belum lama ini.

Permasalahan yang disampaikan 
GAEKI kepada Wapres Jusuf Kalla terkait 
diterapkannya kembali PPN 10% atas 
hasil pertanian termasuk kopi, menyusul 
dibatalkannya PP No. 31 Tahun 2007 de-
ngan putusan MA No. 70P/HUM/2013.

Menurut Sugeng, penerapan PPN 
10% itu mengakibatkan harga komoditas 
kopi di tingkat petani berpotensi tertekan, 
dan dapat berdampak menurunnya moti-
vasi petani kopi dalam meningkatkan hasil 
panen.

Di lain pihak, kalangan eksportir kopi 
akan terbebani biaya tambahan berupa 
penganggaran untuk PPN dalam jangka 
tidak singkat. Beban tersebut bisa me-
lemahkan daya saing eksportir kopi na-

sional. Padahal sektor perkopian meru-
pakan subsektor pertanian yang sangat 
strategis, baik sebagai basis mata penca-
harian jutaan petani kopi rakyat maupun 
sebagai peraup devisa.

Karena itu, GAEKI menyampaikan 
proposal solusi kepada pemerintah agar 
dapat menerbitkan PP baru dengan 
mengkategorikan produk pertanian, ter-
masuk kopi, sebagai barang kena pajak 
yang tidak dipungut PPN seluruhnya ber-
dasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009 
pasal 16B ayat 1 butir b dan ayat 2.

Melalui PP tersebut dimaksudkan 
agar produk hasil pertanian PPN-nya 
0%, tetapi pihak pelaku usaha perke-
bunan tetap bisa mengkreditkan pajak 
masukannya.

”Kami berharap agar pemerintah me-
nindaklanjuti usulan tersebut sekaligus 
membuat kebijakan baru yang dapat 
mengatasi permasalahan yang ada,” tutur 
Sugeng. (hil)

  

 

GAEKI Beraudiensi dengan Wapres Jusuf Kalla
Usul Penerbitan PP Baru 

tentang Pajak Kopi

Sugeng Budi Rahardjo, Direktur Pemasaran dan Renbang PTPN XII (tiga dari kanan) berfoto bersama dengan Menteri BUMN dan Wapres. Foto: Dok GAEKI

Kopi Arabika PTPN XII. Foto: Dok Humas


